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Abstrak 
Pesawat MH17 merupakan penerbangan sipil dari Amsterdam  tujuan Kuala Lumpur yang pada tanggal 17 Juli 2014 ditembak jatuh didaerah Donetsk yang secara de jure merupakan wilayah udara Ukraina. Lokasi jatuhnya pesawat MH17 merupakan wilayah yang dikuasai pemberontak Donetsk sokongan Rusia yang ingin melepaskan diri dari Ukraina. Penelitian awal oleh Belanda menunjukkan pesawat MH17 ditembak jatuh dari lokasi yang dikuasai pemberontak Donetsk. Hukum internasional mengatur larangan intervensi dalam konflik pada pasal 43 ayat (3) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa. Pasca penembakan muncul Resolusi DK PBB No. 2166 yang mengharuskan gencatan senjata sementara untuk melakukan investigasi penyebab jatuhnya pesawat MH17 tersebut. Pasal 26 Konvensi IV Den Hague dan 52 ayat (1) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa melarang serangan yang diragukan terlebih merupakan obyek sipil. Implikasi tindakan penembakan tersebut, pasal 51 ayat (8) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa mengharuskan pertanggungjawaban hukum atas tindakan pelanggaran tersebut. Upaya menuntut pertanggungjawaban hukum terkendala oleh penggunaan hak Veto oleh Rusia yang menggagalkan pembentukan pengadilan khusus untuk menyidik pelaku penembakan MH17 tersebut. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis bentuk pertanggungjawaban pemberontak Donetsk atas jatuhnya pesawat MH17 serta menganalisis dan merumuskan penyelesaian sengketa terhadap jatuhnya pesawat MH17. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/legal research dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan kasus. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa secara hukum internasional penyelidikan dari Badan Keselamatan Belanda memiliki legalitas hukum dikarenakan melakukan penyelidikan berdasarkan pada Resolusi DK PBB No. 2166 yang ditindaklanjuti dengan Resolusi ICAO terkait jatuhnya pesawat MH17. Subyek hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana dalam peristiwa ini ialah negara korban atau penuntut, Rusia sebagai negara penyokong dan belligerents. Pelanggaran hukum internasional yang terjadi yaitu penembakan obyek yang bukan sasaran militer yakni pesawat sipil atau penembakan yang tidak membeda-bedakan sasaran, tidak melakukan pencegahan sebelum melakukan serangan, kemudian adanya Rusia yang mengintervensi dengan menyokong persenjataan terhadap pemberontak berakibat terjadinya penembakan terhadap pesawat sipil tersebut. Pelanggaran juga terjadi karena Rusia melakukan tindakan veto yang dikualifikasikan sebagai Denials of Justice karena menghalangi pembentukan pengadilan khusus untuk menyidik pelaku penembakan pesawat MH17. Penyelesaian sengketa yang mungkin ialah mengesampingkan keterlibatan personil Rusia dan hanya menyidik belligerent dengan perangkat International Criminal Court dikarenakan mengakomodir subyek sengketa, terdapat mekanisme perjanjian khusus non-anggota, terlebih memiliki independensi serta tidak perlu mendapat mandat dari organisasi internasional lain. Kedepannya diperlukan penghapusan hak veto serta perubahan subjectum litis ICJ untuk kemudahan perlindungan hukum negara dan mewujudkan persamaan diantara negara-negara yang berdaulat.
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Abstract
MH 17 Flight is civilian aircraft destination from Amsterdam to Kuala Lumpur when at July 17th, 2014 was shot down in Donetsk region in Ukraine as in law term de jure airspace. MH17 crash site is Donetsk rebel which is supported by Russia asking for independence from Ukraine. Preliminary investigations by Netherlands shows that MH17 was shot from rebel controlled area. International law set prohibition towards intervention of conflict in Article 43 section (3) Additional Protocol 1 of Geneva Convention. After shooting, there was UN Security Council Resolution No. 2166 which require temporary cease fire to investigate MH17 cause of crash. Article 26 Convention IV The Hague and Article 52 section (1) Additional Protocol 1 Geneva Convention prohibit doubted attack moreover civilian object. As implication of shootings, Article 51 section (8) require any legal liability for breach. Effort to demand legal responsibility fail by the veto right from Russia to gain special court to investigate the perpetrators of MH17 shooting. The purposes of this research are to analyse Donetsk belligerent responsibility for the MH17 crash and analyse and formulate settlement of dispute to the MH17 crash. This research is a normative / legal research with statute, conceptual, historical, and case approaches. Legal materials in this research are primary legal materials and secondary legal materials. The results of this research are regarding to international law, investigation results from Dutch Safety Board have a legality because it undertakes the investigation based on UN Security Council Resolution No. 2166 which followed by ICAO Resolution regarding MH17 crash. Subject of Law regarding to penal responsibility in this accident are state of victim/prosecutor, Russia as intervened State and belligerent. International law violation occurs when the object of shooting is not military object namely civilian aircraft or shooting without distinguish the objective, not to perform a preventive action before commencing the attack, thereafter Russian carry out intervention with support some armaments to the belligerent who cause the shooting to that civilian aircraft. Violation also happened because Russia takes its veto right which are qualified as Denials of Justice because, it prevents the establishment of special court to investigate the perpetrators of MH17 shooting. Most likely dispute resolution are set aside the involvement of Russian personnel and only investigate belligerent with International Criminal Court organ because it accommodates subject of dispute, special mechanism with specific agreement between non-member States, have an independency and doesn’t need a mandate from another international organization. In the future, it requires the dismissal of veto right and modification of ICJ subjectum litis to ease legal protection of States and realize equality within sovereign States.







Penerbangan pesawat maskapai Malaysian Airlines Flight Number 17 (selanjutnya disebut pesawat MH 17) merupakan perjalanan pesawat penumpang yang menempuh perjalanan dari Amsterdam, Belanda menuju Kuala Lumpur Malaysia pada 17 Juli 2014. Perjalanan pesawat MH 17 tersebut seharusnya sudah melewati wilayah udara Rusia pada 18.10 waktu setempat atau 21.10 WIB namun hingga lewat waktu pesawat tersebut tidak masuk wilayah udara Rusia. Penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina, Anton Gerashenko menyatakan bahwa pesawat tersebut ditembak jatuh oleh rudal Buk di atas ketinggian 33.000 kaki di atas wilayah udara Ukraina yang dikuasai oleh kelompok separatis di Kota Donetsk.​[1]​ Penembakan pesawat itu menyebabkan 283 orang tewas yang terdiri atas 280 orang dan 3 balita, serta 15 kru pesawat MH 17 itu sendiri.​[2]​
Donetsk yang merupakan tempat jatuhnya pesawat MH 17 di mana kelompok separatis yang mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Donetsk melawan pemerintahnya sendiri di Kiev. Sokongan persenjataan dan pelatihan militer yang dilakukan oleh Rusia kepada kelompok separatis untuk melawan pemerintah sah di Kiev membuat pertempuran tidak seimbang di antara kedua belah pihak, walaupun jelas Pemerintah Rusia memberikan bantahan yang tidak sesuai dengan realitas di medan pertempuran yang dihadapi oleh tentara Ukraina.​[3]​ Tindakan Rusia tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap pasal 43 ayat 3 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa (selanjutnya disebut AP1 Konvensi Jenewa) yakni:
“Apabila suatu pihak dalam sengketa menggabungkan ke dalam angkatan perangnya para militer atau badan penegak hukum yang bersenjata, maka pihak itu harus memberitahu pihak-pihak lain dalam sengketa”​[4]​
Intervensi Rusia yang dilakukan berupa pelatihan pertempuran dan pasokan senjata yang diberikan Rusia kepada kelompok separatis Donetsk. Dengan demikian secara tidak langsung Rusia sudah menjadi pihak yang terlibat dalam konflik dalam negeri Ukraina itu sendiri dikarenakan pada prinsipnya pemerintah Ukraina sedang melawan separatis yang ada dalam negerinya tersebut. Keterlibatan Rusia dalam konflik di Ukraina dalam hukum internasional merupakan tindakan pelanggaran prinsip the sovereign equality of nations di mana semua negara sama martabatnya, tetapi dalam kenyataannya negara kecil sering mengalami kesukaran mempertahankan kedaulatannya apalagi kalau negara tetangganya besar.​[5]​
Wilayah udara yang dilintasi oleh pesawat MH 17 tersebut sendiri secara de jure termasuk wilayah udara negara Ukraina di mana diakui secara internasional. Pengaturan wilayah udara sendiri yang menjadi wilayah lintas dari pesawat MH 17 terdapat pada Pasal 3 Konvensi Paris 1919 (selanjutnya disebut Konvensi Paris) mengatur mengenai zona larangan terbang yang kemudian diubah dengan protokol tahun 1929 yakni:
“Setiap negara anggota berhak dikarenakan alasan militer atau kepentingan keselamatan publik melarang pesawat dari negara anggota, dengan ancaman sanksi dalam peraturannya dan tidak ada perbedaan yang dibuat di antara pesawat udara sipil dan negara anggota lain yang melintas di area yang dimaksud di teritorinya. Dalam hal lokasi dan luasnya area larangan harus diumumkan dan diberitahukan sebelumnya pada negara anggota lainnya”
Perubahan tersebut antara lain memberi kekuasaan kepada negara berdaulat untuk mengizinkan pesawat udara sipil nasional terbang di zona larangan terbang dalam hal sangat penting dan darurat, demikian pula dikatakan dalam masa damai negara tersebut berhak untuk menetapkan zona larangan terbang seluruh atau sebagian wilayahnya, semua bentuk penerbangan dilarang terbang di zona larangan terbang.​[6]​ Ukraina sebagai negara berdaulat memiliki kontrol penuh terhadap wilayah udaranya dan bertanggungjawab terhadap keamanannya, karena itu dapat menentukan kepentingan apakah melarang atau menutup wilayah udaranya itu.​[7]​ 
Konvensi Chicago tahun 1944 yang merupakan pengaturan terhadap penerbangan sipil dalam pasal 1 menyatakan bahwa:
“Negara anggota mengaku bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang penuh dan utuh atas ruang udara teritorinya. Untuk kepentingan Konvensi yang ada, teritori dari negara harus dipahami termasuk teritori nasional, termasuk negara asal dan jajahannya, dan teritori perairan yang berdekatan”
Pasal tersebut menyebutkan bahwa negara-negara yang merupakan penandatangan Konvensi Chicago ataupun setelahnya merupakan anggota dari International Civil Aviation Organization (ICAO) atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional memiliki kedaulatan penuh dan utuh atas wilayah teritorial udaranya. Kedaulatan tersebut baik yang didarat maupun diatas perairan baik di negara asalnya maupun di negara jajahannya diakui dalam Konvensi ini. Ukraina sendiri melalui otoritas penerbangannya yaitu Ukraine State Air Traffic Service Enterprise (UkSATSE) telah melakukan pelarangan terbang dibawah ketinggian 32.000 kaki (FL320) dimana Ukraina tetap membuka ruang udara untuk ketinggian diatas ketinggian yang dilarang tersebut.
Pasca penembakan pesawat MH17 terjadi banyak kendala dalam investigasi atas jatuhnya pesawat tersebut. Hal tersebut dikarenakan wilayah jatuhnya pesawat MH 17 tersebut berada jauh di sebelah timur wilayah yang dikuasai kelompok separatis Donetsk yang berbatasan dengan Rusia. Hambatan dalam investigasi kasus MH17 membuat Dewan Keamanan PBB (selanjutnya disebut DK PBB) mengeluarkan Resolusi No. 2166 Tahun 2014 dimana salah satu isinya ialah:
“Menekankan perlunya investigasi internasional independen secara penuh dan teliti terhadap insiden yang sesuai dengan penerbangan sipil internasional... Menunjukkan keprihatinan yang serius bahwa kelompok bersenjata di Ukraina telah menghalangi, menjaga, mengamankan dan melarang akses ke lokasi jatuhnya dan area sekitar untuk otoritas investigasi terkait... Meminta kelompok bersenjata yang menguasai lokasi jatuhnya dan area sekitar untuk menahan dari melakukan tindakan yang dapat mengubah keadaan tempat jatuhnya, termasuk menahan diri dari perusakan, pemindahan atau mengganggu reruntuhan, peralatan, puing, barang bawaan, atau sisanya, dan segera memberikan keamanan, penjagaan, dan akses penuh ke lokasi dan area sekitar untuk otoritas investigasi terkait...”
Adanya Resolusi DK PBB yang dikeluarkan untuk memerintahkan investigasi atas jatuhnya pesawat MH17 tersebut dapat menghilangkan sekat yurisdiksi yang timbul sebelumnya akibat penguasaan separatis. Resolusi PBB tersebut memberikan kesempatan terhadap penyelidik internasional seperti ICAO dan Badan Keselamatan negara asal pesawat, asal penumpang pesawat dan vendor pembuat pesawat untuk melakukan penyelidikan secara independen guna mengetahui penyebab jatuhnya pesawat MH 17 tersebut. Pihak separatis juga dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang memungkinkan adanya perubahan kondisi ataupun orisinalitas dari tempat jatuhnya pesawat MH17 tersebut. Adanya hambatan dalam penyelidikan penyebab jatuhnya pesawat MH17 tersebut maka penyelidikan tersebut dilakukan oleh Dutch Safety Board (Badan Keselamatan Belanda) yang didasarkan pada 	Resolusi DK PBB No. 2166 tersebut dan Annex 13 Konvensi Chicago 1944.
Penembakan yang dilakukan terhadap pesawat MH17 tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum perang yang membatasi sasaran yang boleh diserang merupakan sasaran militer (Pasal 51 ayat  huruf b Protokol Tambahan 1 (AP1) Konvensi Jenewa) yang seharusnya dapat dilakukan tindakan preventif dalam bentuk meneliti obyek yang akan diserang (Pasal 57 AP1 Konvensi Jenewa). Konvensi Den Hague IV pada pasal 26 juga mengatur bahwa tindakan preventif untuk menentukan dan memastikan obyek yang diserang ialah tanggung jawab komandan atau pemimpin pasukan yang akan melakukan serangan tersebut. Dengan demikian perlu adanya pertanggungjawaban atas penembakan yang bukan sasaran militer tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 8 AP 1 Konvensi Jenewa.
Langkah selanjutnya setelah diketahui cara atau motif penembakan pesawat MH17 ialah berupaya menuntut para pihak yang terlibat dalam penembakan pesawat MH17 tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dewan Keamanan PBB melalui sidangnya mengupayakan sebuah resolusi untuk membentuk sebuah pengadilan internasional untuk dapat memeriksa, menuntut dan mengadili para pihak yang terlibat dalam penembakan tersebut. Proses untuk membuat pengadilan internasional untuk peristiwa pesawat MH17 tersebut batal setelah Rusia sebagai anggota tetap DK PBB menggunakan hak veto terhadap resolusi tersebut, diikuti oleh Angola, Venezuela dan China yang memutuskan abstain.​[8]​ Dengan demikian maka terdapat kebuntuan bagaimana untuk meminta pertanggungjawaban pihak terlibat peristiwa tersebut, terlebih lagi menjatuhkan sanksi atau hukuman pada para pihak yang terlibat dan menyelesaikan sengketa terkait penembakan pesawat MH 17 tersebut.
 
METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum atau legal research yang dalam bahasa Belanda disebut rechtsonderzoek untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul yaitu memberikan preskripsi atas isu hukum yang diajukan.​[9]​ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konsep (Conseptual Approach), pendekatan historis (Historical Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Bahan hukum yang dipergunakan dalam dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana bahan hukum ini merupakan bahan hukum utama dalam penelitian normatif. Bahan hukum dalam penelitian ini ialah:
1.	Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1949
2.	Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land and its Annex : Regulation concerning the Laws and Customs of War on the Land (Konvensi Den Hague 1907)
3.	Rome Statute of The International Criminal Court 1998 (Statuta Roma)
4.	Statute of the International Court of Justice 1945 (Statuta ICJ)
5.	Charter of the United Nations. 1945. (Statuta PBB)
6.	Convention to the Regulation of Aerial Navigation (Konvensi Paris 1919)
7.	Annex to Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation
8.	International Air Transport Agreement (Konvensi Chicago 1944)
9.	Annex 1-18 to Convention on International Civil Aviation
10.	Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933.
11.	Universal Declarations of Human Rights. 1948.
12.	European Convention of Human Rights and its Amandments. 1950.
13.	Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970 tentang Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations
14.	ICAO Council Resolution on Malaysia Airlines Flight MH 17 Destroyed over Eastern Ukraine on 17 Juli 2014
15.	Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2166 tahun 2014 tentang Letter from the Permanent Representative of Ukraine
16.	Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 955 tahun 1994 tentang Establishment of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) and Adoption of the Statute of the Tribunal
17.	Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 827 tahun 1993 tentang International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
18.	Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 647 tahun 1990 tentang Afganistan-Pakistan
19.	Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 687 tahun 1991 tentang Iraq-Kuwait
20.	Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1315 tahun 2000 tentang Special Court for Sierra Leone
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (textbook) hukum yang berkaitan dengan hukum penerbangan atau udara internasional, hukum pidana internasional, hukum penyelesaian sengketa dan hukum internasional itu sendiri, jurnal-jurnal hukum terkait dengan penerbangan atau udara internasional, hukum pidana internasional, hukum penyelesaian sengketa dan hukum internasional, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian.
Pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan teknik pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan jalan membaca, mengkualifisir dan mengidentifikasi peraturan-peraturan, konvensi dan kebiasaan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat, sejarah pengaturan dan penyelesaian kasus-kasus sejenis, dan buku-buku hukum. Data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. 
Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan penulis yaitu dengan cara melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan kasus (case approach), kemudian melakukan identifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, memecahkan isu hukum yang telah teridentifikasi dengan menggunakan rekonstruksi hukum berdasarkan pendekatan yang telah ditentukan, kemudian menjawab isu hukum yang telah diajukan tersebut serta akan menarik kesimpulan atas hasil rekonstruksi tersebut.

PEMBAHASAN
Laporan Penyelidikan Jatuhnya Pesawat MH17
Dunia penerbangan mengenal dua macam pengertian yakni kecelakaan (accident), yaitu suatu peristiwa yang terjadi diluar dugaan manusia yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat udara yang berlangsung sejak penumpang naik pesawat udara (boarding) dengan maksud melakukan penerbangan ke tempat tujuan sampai semua penumpang turun (debarkasi) dari pesawat udara yang mana peristiwa tersebut mengakibatkan orang meninggal dunia atau luka parah akibat benturan atau kontak langsung dengan bagian pesawat udara atau terkena hempasan langsung mesin jet pesawat udara atau pesawat udara mengalami kerusakan struktural yang berat atau pesawat udara membutuhkan perbaikan yang besar atau penggantian komponen atas pesawat udara atau pesawat udara sama sekali hilang, sedangkan kejadian (incident) merupakan peristiwa yang terjadi selama penerbangan berlangsung yang berhubungan dengan operasi pesawat udara yang dapat membahayakan terhadap keselamatan penerbangan.​[10]​
Maksud dan tujuan investigasi kecelakaan pesawat udara ialah untuk mencegah jangan sampai terjadi kecelakaan pesawat udara dengan sebab yang sama, bukan mencari siapa yang salah siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, pertanyaannya ialah apa yang salah (what is wrong) bukan siapa yang salah (who is wrong) karena itu hasil investigasi kecelakaan pesawat udara tidak boleh dijadikan sebagai alat bukti dalam proses gugatan perdata maupun pidana di muka pengadilan.​[11]​ 
Aspek hukum pada tataran hukum internasional yang sering menjadi kontroversial ialah penyebarluasan hasil investigasi kecelakaan pesawat udara sebagaimana diatur dalam paragraf 5.1 Annex 13 tentang Aircraft Accident Investigation Konvensi Chicago 1944 yakni apabila negara yang melakukan investigasi kecelakaan pesawat udara berpendapat setiap penyebarluasan hasil investigasi akan mempunyai dampak negatif terhadap tujuan investigasi kecelakaan pesawat udara serta investigasi yang akan datang, maka negara-negara tersebut tidak perlu menyebarluaskan hasil investigasi tersebut, pengaturan tersebut hanya berupa rekomendasi yang pelaksanaannya bergantung pada hukum nasional masing-masing negara.​[12]​ Kecelakaan pesawat udara tidak pernah disebabkan oleh faktor tunggal (single factor) yang berdiri sendiri. Berbagai faktor kecelakaan pesawat udara tersebut seperti faktor manusia (man), pesawat udara itu sendiri (machine), lingkungan (environment), penggunaan pesawat udara (mission), dan pengelolaan (management).
Belanda yang memiliki jumlah korban terbanyak atas kejadian tersebut sudah terlebih dahulu melakukan preliminary investigation (investigasi pendahuluan) terhadap jatuhnya pesawat tersebut. Sehari setelah jatuhnya pesawat tersebut, Belanda melalui Badan Keselamatan-nya melakukan investigasi terkait dengan pengambilan keputusan penerbangan diwilayah konflik yang nantinya akan dikombinasikan dengan penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan Annex 11 Konvensi Chicago 1944 pada paragraf 5 yang menjelaskan:
“Safety is the overriding concern of international civil aviation and air traffic management contributes substantially to safety in aviation. Annex 11 contains an important requirement for States to implement systematic and appropriate air traffic services (ATS)...” 
Paragraf diatas dapat diartikan bahwa keselamatan merupakan perhatian utama dalam penerbangan sipil internasional dan manajemen lalu lintas udara berkontribusi secara substantif dalam keselamatan penerbangan. Berdasarkan hal tersebut pula, Annex 11 Konvensi ini mengatur pentingnya persyaratan negara untuk mengimplementasikan secara sistematik dan tepat tentang pelayanan lalu lintas udara, dalam kasus ini sekalipun pemberontak Donetsk menguasai wilayah timur Ukraina, namun tetap saja secara pengaturan hukum udara internasional, maupun secara de jure hukum internasional tetap bahwa wilayah tersebut merupakan kewenangan dari UkSATSE. Kontak terakhir pesawat MH 17 pun berada dalam kendali Flight Information Region (FIR) Kota Dnipropetrovsk (UKDV) di wilayah timur Ukraina sehingga sudah seharusnya muncul peranan penting Ukraina dalam mengungkap penyebab jatuhnya pesawat MH 17 tersebut.
Analisis dari Badan Keselamatan Belanda baru dirilis lebih dari setahun kemudian yakni pada Oktober 2015 di Den Hagg. Teknik yang digunakan oleh Badan tersebut sesuai dengan Annex 13 Konvensi Chicago 1944 yakni mulai dari registrasi dan tagging serpihan, identifikasi serpihan, rekonstruksi serpihan dan High-energy object analysis (analisis objek berenergi besar) yang dibantu oleh Dutch National Aerospace Laboratory (NLR) atau Laboratorium Penerbangan Nasional Belanda dan Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) atau Organisasi Riset Sains Terapan Belanda. Badan Keselamatan Belanda secara rinci dalam analisisnya setidak-tidaknya terdapat 6 aspek yaitu:​[13]​Aspek umum, termasuk kualifikasi kru penerbangan dan kondisi pesawat; The flight before the in-flight break-up, termasuk perencanaan sebelum penerbangan, pertimbangan cuaca dan operasi penerbangan; The moment of the in-flight break-up; In-flight break-up, kejadian setelahnya dan penyebabnya; Aspek keselamatan; Rekaman data radar pengawas.
Kerusakan yang ditimbulkan karena sebab eksternal dalam jatuhnya pesawat MH 17 ini terlihat pada banyaknya lubang yang tersebar di badan pesawat terutama di area kokpit pesawat. Interior dari kokpit, termasuk bagian kiri dari kursi kokpit menunjukkan bukti disintegrasi skala besar, hancur secara ekstensif, dan terdapat lusinan lubang ledakan.​[14]​ Kokpit pesawat yang tidak mengalami penetrasi kerusakan jelas menunjukkan kerusakan berasal dari luar pesawat, obyek berenergi besar mengakibatkan lapisan plat material pesawat yang terikat bersama merusak plat terluar, namun memantul dari plat kedua dan keluar lagi dari plat terluar.​[15]​ Total 800 tembakan yang terjadi dikarenakan obyek berenergi besar tersebut, dengan terkonsentrasi lebih dari 350 tembakan yang menyebabkan kerusakan, dan lebih dari 250 tembakan per meter persegi terdapat di kokpit sebelah kiri kaca depan.​[16]​
Misil yang membawa warhead 9N314M baik tipe 9M38 maupun 9M38M1 tersebut dapat membawa bahan peledak berkekuatan tinggi hingga 70 kilogram, yang bilamana dilepaskan dari senjata Buk berbagai tipe yang sesuai dengan warhead tersebut dapat menjangkau hingga ketinggian 80.000 kaki.​[17]​ Ketinggian yang dapat dijangkau oleh senjata Buk tersebut jelas melampaui lebih dari 2 kali ketinggian yang dijelajah oleh pesawat MH17 itu sendiri, artinya sudah memenuhi kemungkinan bahwa pesawat tersebut ditembak oleh senjata Buk yang membawa misil dan warhead tersebut. Simulasi yang dilakukan oleh Badan Keselamatan Belanda beserta Kyiv Research Institute for Forensic Expertise (Institut Riset Kiev untuk Ahli Forensik) dari Kementerian Kehakiman Ukraina serta Kementerian Pertahanan Ukraina menyimpulkan bahwa pesawat tersebut ditembak jatuh oleh warhead tipe 9N314M dengan misil 9M38-series berbahan peledak 70 kilogram, meledak sekira 4 meter dari atas sebelah kiri hidung pesawat, yang ditembakkan dari wilayah sekira 320 kilometer persegi di wilayah timur Ukraina.​[18]​
Identifikasi Subyek Hukum Sengketa MH17
Konsep hukum internasional terdapat tiga tahapan untuk menentukan jenis subyek hukum dalam melakukan pemberontakan yakni rebellion, insurgency, dan belligerent. Rebellion melakukan tindakan perlawanan secara sporadis oleh beberapa anggota masyarakat untuk menguasai kekuasaan tertentu yang bersifat domestik, untuk mengatasi biasanya dilakukan oleh internal security seperti polisi sehingga tidak memiliki hak maupun proteksi sesuai hukum internasional dan dihukum sesuai dengan hukum nasional.​[19]​ Insurgency melakukan perlawanan lebih substansial yakni penguasa sah dan peraturan dari negara, serta melakukan ancaman yang nyata pada pemerintah, serta negara lain terpaksa mengakui kondisi aktual di negara tersebut untuk melindungi kepentingannya.​[20]​ Fase terakhir adalah pengakuan sebagai belligerent, dimana peningkatan status menjadi belligerent tadi hanya mungkin terjadi manakala ada pengakuan negara, baik yang bermusuhan dan/atau negara lain, dan akan diperlakukan sama dengan belligerent pada international armed conflict.​[21]​
Pemberontak Donetsk sendiri pada awalnya berupa tindakan sepihak oleh sekelompok orang bersenjata yang ingin menentukan nasib sendiri yakni memerdekakan diri dari Ukraina, sehingga negara yang memiliki kedaulatan penuh atas wilayah itu secara de jure hukum internasional yakni Ukraina menganggapnya sebagai separatis atau rebellion, maupun insurgents. Pasca terjadinya penembakan pesawat MH 17 yang diketahui penembakan dilakukan didalam wilayah yang dikuasai pemberontak maka merupakan katalis yang tepat untuk menjadikan pemberontak Donetsk sebagai belligerents dimana hal tersebut menandakan bahwa belligerents dapat dituntut penyidikan bahkan diadili menurut norma-norma hukum internasional yang dapat dikenakan. Pertempuran yang mulanya hanya merupakan internal armed conflict menjadi dapat dihukumi secara hukum internasional karena sudah melibatkan banyak negara baik sebagai korban dari penembakan dan jelas mengakui adanya kepentingan terhadap penuntutan kasus MH 17.
Kasus penembakan pesawat MH 17 sendiri pasti melibatkan negara dalam proses pengusutan, hingga proses untuk menegakkan keadilan atas peristiwa tersebut. Pesawat MH 17 sendiri merupakan representasi dari negara Malaysia dikarenakan pesawat tersebut teregister atas bendera Malaysia, begitu juga para penumpang yang berada dalam yurisdiksi Malaysia sebagai aircraft carrier, dan wilayah hak lintas damai atau innocent passage dari negara Ukraina. Sehingga negara para penumpang tersebut secara hukum internasional berhak meminta pertanggungjawaban terhadap semua pihak yang berkontribusi atau terlibat dalam penembakan pesawat MH 17, termasuk negara Rusia yang secara aktif menyokong persenjataan kepada pemberontak Donetsk.
Dimensi lain subyek hukum internasional yang terlibat dalam kasus MH 17 ialah adanya organisasi internasional, baik itu PBB, maupun ICAO, yang sama-sama mengikat pada negara-negara yang terlibat maupun menjadi korban dari penembakan pesawat MH 17. PBB maupun ICAO dalam legal personality nya berada dalam posisi untuk menegakkan peraturan hukum internasional baik yang tertulis maupun tidak tertulis untuk memastikan adanya proses penegakan keadilan terhadap peristiwa tersebut. Selain itu, PBB seharusnya memiliki peranan lebih penting dan komprehensif dalam mengungkap kasus ini, baik untuk menjerat pertanggungjawaban negara yang terlibat, maupun secara individu yang melakukan penembakan.
Pelanggaran Hukum Internasional pada Jatuhnya Pesawat MH17
Pasal 2 angka 4 UN Charter diatas menegaskan bahwa semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional dari ancaman atau menggunakan kekuatan untuk melawan integritas teritorial atau kemerdekaan politik dari suatu negara, maupun segala tindakan yang tidak konsisten dengan tujuan PBB. Gelombang separatisme yang timbul pasca bergabungnya Krimea pada Rusia di wilayah timur Ukraina dan disokong oleh Rusia dapat dipandang sebagai upaya ancaman atau pelanggaran integritas teritorial pada negara Ukraina, karena negara asal yang memiliki kedaulatan sendiri hampir tidak memiliki ketidakmampuan untuk melakukan resistensi terhadap separatis di wilayah timur yang berbatasan langsung dengan Rusia. Situasi de facto yang dipertahankan oleh Rusia di timur Ukraina juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan politik Ukraina, disatu sisi memiliki dukungan internasional terhadap wilayahnya, namun disisi lain tidak dapat mengontrol secara politik atau berkuasa penuh karena ada separatis dibawah sokongan bersenjata dari Rusia. 
Larangan praktik intervensi dalam konflik bersenjata internal kepada negara, PBB atau organisasi lain, tidak lain untuk menjaga kewajiban pihak ketiga untuk bersikap netral dan imparsial, pemahaman peperangan secara luas menunjukkan manakala intervensi dari pihak luar berhenti maka pertempuran (oleh insurgents atau belligerents) akan berhenti, seperti contoh pada intervensi Amerika Serikat pada saat perang Vietnam.​[22]​ Oleh sebab itu intervensi yang dilakukan pihak ketiga dapat dikatakan sangat menentukan jalannya maupun eskalasi konflik yang terjadi itu sendiri. Tujuan PBB secara kontekstual pada konflik bersenjata di timur Ukraina yang dimaksud pada pasal 2 angka 4 dapat di lihat pada pasal 1 angka 1 UN Charter.
Pasal 52 ayat (2) AP 1 Konvensi Jenewa yang menjelaskan pembatasan pada serangan-serangan dalam pertempuran hanya pada sifat, letak, tempat tujuannya atau kegunaannya pada militer, maka penembakan pesawat MH 17 yang merupakan civillian aircraft merupakan suatu pelanggaran hukum internasional. Kewajiban untuk meneliti dengan saksama apakah obyek yang akan diserang apakah obyek militer sebagaimana diatur pada pasal 57 ayat (2) huruf a poin i AP 1 Konvensi Jenewa, tidak dilakukan mengingat penggunaan surface-to-air missiles oleh pemberontak. Ketiadaan komunikasi untuk memastikan obyek sipil atau militer semakin jelas karena secara de jure pemberontak Donetsk bukanlah penguasa atau pemilik otoritas udara atas wilayah timur Ukraina, dapat dikatakan bahwa penembakan pesawat MH 17 merupakan akumulasi serangkaian penembakan yang dilakukan oleh pemberontak terhadap pesawat militer Ukraina sebelumnya.
Konvensi Den Hague juga mengatur adanya peringatan terlebih dahulu terhadap pesawat sipil yang melintas di wilayah yang dikuasai belligerent untuk kemudian mendarat.​[23]​ Masa sekarang adalah tidak tepat dengan banyaknya trafik perjalanan pesawat udara untuk memperingatkan dengan menggunakan pesawat juga dimana belligerent tidak memiliki pesawat untuk dapat memberi peringatan. Prosedur peringatan justru telah diberikan oleh ATC Ukraina melalui zona larangan terbang berdasarkan ketinggian tertentu. Namun demikian, serangan terhadap pesawat sipil dalam penerbangan harus diikuti dengan peringatan.​[24]​
Serangan terhadap pesawat MH 17 telah jelas memenuhi segala unsur yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional mulai dari menembak sasaran sipil (pasal 52 ayat (1) AP1 Konvensi Jenewa), melakukan serangan terhadap sasaran yang tidak dibedakan sebelumnya (pasal 51 ayat (4), (5) AP1 Konvensi Jenewa) serta kegagalan mengidentifikasi sebelum melakukan serangan (pasal 57 AP1 Konvensi Jenewa jo. Pasal 26 Konvensi Den Hague IV). Tidak dapat dikesampingkan bahwa keterlibatan pihak-pihak terutama Rusia sangat berpengaruh dalam penegakan hukum kasus ini. Namun selama ini, Rusia menganggap wajar tindakan intervensi hingga tindakan hukum dan politik untuk melakukan veto rencana resolusi PBB, karena manakala negara menggunakan kekuatannya melawan negara lain, mereka juga menggunakan hukum internasional untuk menegaskan, mempertahankan, mengargumentasikan, membalikkan argumentasi, menjelaskan dan merasionalisasikan tindakannya.​[25]​ Hubungan diantara hukum dan politik merupakan situasi dimana sebuah kedaulatan berada diposisi puncak, karena kekuatan bersenjata hadir sebagai ultima ratio dalam politik internasional.​[26]​
Rusia selama ini secara eksplisit maupun implisit menyangkal keterlibatannya diberbagai konflik yang terkait dengan Ukraina, hingga pada tindakan hukum dan politik berupa veto terhadap rancangan resolusi penyidikan dan pengadilan internasional terhadap peristiwa MH 17. Denial of Justice (Pengingkaran keadilan) merupakan alasan retorik untuk intervensi pemerintah asing bertindak atas kepentingan nasionalnya untuk meminta penggantian atas pelanggaran hak yang telah dilakukan.​[27]​ Berbagai negara yang menjadi korban penembakan MH 17 utamanya Belanda dan Ukraina menuntut baik terhadap belligerents secara pidana, maupun keterlibatan Rusia dalam konflik di timur Ukraina atas terjadinya penembakan pesawat MH 17 tersebut. Penolakan Rusia maupun belligerents atas penembakan pesawat MH 17, merupakan bentuk pemanfaatan konsep yang ambigu dalam mencari perlindungan dalam hukum internasional yang bercirikan idealis dan oportunis,​[28]​ sementara pihak yang menuntut terus saja menentukan kualifikasi (kerugian) sendiri yang menimbulkan kebingungan.​[29]​
Resolusi Dewan Keamanan PBB sendiri sering dijadikan kendaraan untuk melancarkan tujuan dan permintaan daripada Amerika Serikat dan Britania Raya, hukum dan politik dalam kehadiran mereka, dan sikap antagonis dalam impresi yang populer mengubah tatanan suatu institusi.​[30]​ Sebagai komparasi, pada kasus penembakan pesawat Iranian Air 655 oleh kapal Vincennes di perairan teluk Parsi, yang kemudian dimajukan dalam sengketa International Court of Justice atau Mahkamah Internasional pada Mei 1989, pada akhirnya hanya berakhir pada Settlement Agreement Arrangement Amiable atau dapat disebut persetujuan ramah-tamah dimana Amerika Serikat setuju membayar 131.800.000 US $ untuk penghentian kasus di ICJ dan 61.800.000 US $ untuk kompensasi atas 248 warga negara Iran yang tewas dalam penembakan tersebut.​[31]​ Walau demikian dengan dimensi yang berbeda, tetap saja nilai-nilai kemanusiaan memiliki relativitas, utamanya pada kasus MH 17 ini yang wajib terselesaikan pelanggaran hukum yang terjadi tidak terlepas hanya dari pertanggungjawaban maskapai, namun juga pihak-pihak penembak dan yang melakukan pembantuan atas itu.
Penyelesaian Sengketa Penembakan Pesawat MH17
Penentuan subyek sengketa internasional sudah dapat ditentukan sebagaimana penjelasan diatas. Setidaknya dapat dipetakan menjadi 3 subyek hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa internasional terhadap kasus MH 17 ini. Negara, sebagai subyek hukum tertinggi yang memiliki legal personality dibagi menjadi negara korban atau dapat dikatakan negara penuntut, mulai dari Belanda, Inggris, Malaysia, Indonesia dan seterusnya, dan negara penyokong atau intervensi yaitu Rusia yang dapat dituntut atas manuver yang dilakukan dalam konflik di Ukraina khususnya dalam penembakan dan denial of justice yang dilakukan. Subyek hukum internasional yang harusnya mendapatkan perhatian khusus yakni daders atau pelaku penembakan yakni belligerents Donetsk.
Pengadilan hybrid maupun pengadilan ad-hoc sama-sama merupakan formulasi PBB yang mulai sering diaplikasikan pada 1990-an atau pasca perang dingin usai dimana banyak terjadi konflik bersenjata yang tersebar di wilayah eks Uni Soviet maupun di wilayah bekas koloni negara-negara eropa di Afrika. Pengadilan ad-hoc yang terkenal salahsatunya ialah ICTR dan ICTY yang khusus untuk penanganan kasus pelanggaran hukum internasional pada konflik di Rwanda dan eks Yugoslavia, kemudian pengadilan hybrid yang merupakan percampuran pengadilan nasional dan internasional ialah di Sierra Lione dan Kamboja. Pengadilan hybrid tersebut menarik seandainya dapat diterapkan dalam kasus MH 17 dikarenakan akan menjembatani kepentingan nasional Ukraina maupun Rusia dalam hal menghindari unwilling serta unable negara tersebut dikarenakan adanya international standarts yang pasti akan diterapkan dalam pengadilan tersebut dan menjamin imparsialitas pengadilan beserta putusannya.
Penuntutan secara personal yakni kepada belligerents Donetsk menjadi perhatian selanjutnya karena merupakan kunci dalam pengungkapan penembakan pesawat MH 17 tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa elemen pidana dan pertanggungjawabannya tidak dapat dilepaskan dari tindakan yang dilakukan yang diatur pada pasal 51 ayat (8) AP 1 Konvensi Jenewa. Hak-hak baik korban maupun belligerents pun sebenarnya telah terakomodir dalam pasal 10 Universal Declarations of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).
Penjelasan diatas jelas, bahwa sebenarnya imparsialitas dan independensi pengadilan adalah hal yang mutlak dan harus didapat korban melalui negara yang mewakili, ahli waris, keluarga maupun orang yang ditunjuk untuk mewakili mendapatkan keadilan itu, begitu juga untuk belligerents tersebut. Tatacara terakhir yang paling mungkin dan efektif untuk menyelesaikan sengketa penembakan MH 17 ialah dengan membawanya atau mengikuti penegakan hukum badan peradilan permanen International Criminal Court atau Pengadilan Pidana Internasional. Sifat pengadilan ICC yang independen, imparsial, dan terlebih bertujuan mengakhiri impunitas dan imunitas terutama pada individu yang bersengketa / tertuduh adalah primary objectives daripada pembentukan ICC.
Kerumitan problematika penyelesaian sengketa MH 17 ialah mengingat ada negara super power yang tersangkut dalam kasus tersebut. Sanksi pidana tentu saja dapat dijatuhkan pada pelaku penembakan pesawat MH 17 utamanya terhadap belligerents sebagai daders (pelaku) dalam penembakan tersebut. Namun akan menjadi sangat susah manakala akan menerapkan sanksi serupa pada Rusia, menarik individu-individu yang bergerak dilapangan maupun otak penembakan ataupun pembantuan bersenjata untuk dikenakan sanksi pidana. Bahkan negara-negara eropa pun tidak menjalankan sanksi ekonomi yang dimotori oleh Amerika Serikat kepada Rusia, karena posisi Rusia juga berdiri sebagai pemasok utama energi Eropa berupa minyak dan gas yang jalur pipa gas nya melalui wilayah belligerents dan banyak negara pro-Rusia semisal Belarus.
Jalan tengah yang mungkin ditempuh ialah langkah-langkah diplomatik untuk menyisihkan aparat Rusia yang mungkin terlibat secara pidana terhadap penembakan pesawat MH 17. Langkah tersebut memang dipandang sebagai upaya mundur, imunitas dan impunitas, namun jikalau langkah tersebut dapat ditempuh untuk mewujudkan keadilan minimum untuk para korban maupun ahli waris, keluarga serta negaranya maka setidak-tidaknya hal tersebut memang harus ditempuh. Penegakan sanksi hukum pidana terhadap belligerents yang melakukan penembakan MH 17 setidaknya adalah langkah minimum untuk memenuhi keadilan tersebut, untuk kemudian mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak menjalankan segala prosesnya kepada ICC.
Pengembangan Hukum Internasional
Pasal 2 ayat (1) UN Charter jelas menegaskan bahwa organisasi PBB berdasarkan pada prinsip kesamaan kedaulatan terhadap semua anggotanya. Beberapa dekade sebelum adanya perumusan tersebut dalam pasal 4 Konvensi Montevideo 1944 juga menyatakan bahwa setiap negara secara hukum adalah sejajar, memiliki hak yang sama dan memiliki kapasitas sejajar untuk bertindak, hak tersebut tidak berdasar pada kekuasaan yang menjamin tindakan tersebut tapi berdasarkan pada eksistensi dibawah hukum internasional. Uraian dua pasal dalam dua produk hukum berupa piagam PBB dan Konvensi tersebut dapat dikatakan sebagai utopia dalam hukum internasional.
Asas persamaan negara yang dijunjung tinggi oleh hukum internasional tidak lebih dari sekedar semboyan manakala belum terbentur oleh kepentingan negara satu dengan kepentingan negara lain. Frasa tersebut dapat dikuatkan atas berbagai fakta diantara berbagai negara, sebagaimana dikemukakan oleh Ni'matul Huda yakni negara kecil sering mengalami kesukaran mempertahankan kedaulatannya apalagi kalau negara tetangganya besar. Kecil disini dapat dimaknai kecil secara teritorial maupun kecil secara kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain sehingga terjadi adanya relativitas posisi tawar diantara negara satu dengan yang lainnya.
Kini pasca kebuntuan penyelesaian hukum sengketa MH 17 maka status quo masih terjadi di wilayah konflik di timur Ukraina dan juga terhadap keluarga korban yang menantikan keadilan. Hukum internasional yang berlaku dan diterapkan pada kasus tersebut memerankan peranan penting dalam meregenerasikan hukum nasional yang diterapkan disuatu negara baik saat atau utamanya pada pasca konflik, namun pilar hukum internasional tersebut seharusnya diimplementasikan sesuai dengan realitas yang ada.​[32]​ Instabilitas politik baik domestik maupun internasional pasca terjadinya konflik adalah posisi yang sering dimanfaatkan untuk melakukan intervensi, adalah berbahaya manakala hukum internasional juga digunakan sebagai alat pihak luar daripada menggunakannya sebagai mekanisme untuk menyamakan keinginan domestik dengan norma universal.​[33]​




1.	Pertanggungjawaban pidana terhadap peristiwa jatuhnya pesawat MH 17 adalah dengan pertanggung jawaban pidana, dikarenakan tindakan penembakan yang tidak menghiraukan sasaran, tidak meminimalisir kerusakan hingga absen dalam melakukan penelitian menyeluruh sebelum melakukan penembakan. Adapun status pemberontak Donetsk sebagai belligerent yang artinya sudah mendapat pengakuan, pengorganisasian yang mandiri, juga dapat dimintai ganti rugi sebagaimana ganti rugi diperoleh dari maskapai dan juga dapat dimintakan pada pihak intervensi yakni Rusia.
2.	Bentuk penyelesaian sengketa atas jatuhnya pesawat MH 17 yang terbaik untuk memenuhi rasa keadilan ialah secara pidana dikarenakan adanya tindakan pelaku penembak secara personal berdasar pasal 51 ayat 8 AP 1 Konvensi Jenewa sehingga dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan penembakan tersebut, selain itu dapat mengupayakan secara diplomatik melalui perjanjian pihak-pihak terkait dengan yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional atau International Criminal Court yang merupakan pengadilan yang dapat menuntut pertanggungjawaban pelaku secara individual, memiliki statuta yang berdiri sendiri dan ready to entry force, bersifat permanen, dan independen tanpa dilatari maupun harus mendapat mandat dari organisasi internasional manapun. Adapun untuk pertanggungjawaban dari Rusia sendiri dapat diupayakan melalui jalur diplomatik secara kolektif mengingat penuntutan melalui dispute settlement oleh PBB pasti akan terganjal dengan hak veto yang dimiliki oleh Rusia.
Saran
1.	Pihak-pihak yang bersengketa mulai dari belligerents Donetsk, pihak Russia maupun pihak negara korban atau penuntut maupun negara pihak ketiga agar lebih bersikap kooperatif dengan membuka jalur diplomasi untuk mengupayakan secara praktis setidak-tidaknya untuk mengadili belligerents Donetsk dan tidak melakukan intervensi militer maupun politik yang merugikan pihak yang bersengketa secara langsung.
2.	Perubahan UN Charter diperlukan utamanya pada penghapusan hak veto untuk mengaplikasikan dengan sebenarnya equality among members daripada PBB sendiri, yang dengan sendirinya akan menciptakan mekanisme baru untuk mewujudkan keadilan internasional misalkan adanya voting dengan tanpa membeda-bedakan status keanggotaan. Dengan demikian wadah peradilan ICJ sebagai tempat beracara negara anggota untuk menuntut atau menyelesaikan sengketa antar negara dapat dilakukan tanpa terganjal intervensi hak yang berbeda diantara anggota PBB itu sendiri. ICC sebagai peradilan yang dapat menuntut pertanggung jawaban secara individual bagi pelaku kejahatan internasional harus diperkuat dengan dukungan diplomatis masyarakat internasional berupa melakukan ratifikasi terhadap negara-negara yang memang belum tergabung dengan ICC yang secara tidak langsung merupakan kontrol atas kualitas peradilan nasional negara ratifikasi terhadap kejahatan internasional yang mungkin akan terjadi pada negara ratifikasi, terlebih hal tersebut dapat menjadi gestur dalam menghormati hak asasi manusia dan peningkatan peradaban manusia.
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